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1 BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Di era modern ini, dapat dilihat bahwa perkembangan teknologi dan 

komunikasi memberikan dampak yang luas bagi perkembangan pemikiran 

masyarakat di dunia karena penggunaan teknologi dan komunikasi yang semakin 

mudah dan cepat. Perkembangan globalisasi dan perdagangan besar didukung 

oleh teknologi informasi dan telekomunikasi yang memberikan ruang gerak bebas 

dalam setiap transaksi perdagangan sehingga barang yang dipasarkan bisa dengan 

mudah dikonsumsi. Dapat dilihat dalam pasar domestik, dalam suatu perdagangan 

terlihat betapa semaraknya iklan, terutama di media radio, televisi, media cetak 

seperti poster, brosur dan banner.  

Seluruh media tersebut digunakan oleh banyak perusahaan ataupun toko 

untuk memperkenalkan produk mereka sendiri dan inilah yang memunculkan 

kreatifitas pikiran manusia untuk membentuk inovasi serta kreasi. Hasil inovasi 

dan kreasi ini akan mendatangkan banyak kesejahteraan bagi masyarakat ataupun 

negara. Salah satunya adalah dengan menggunakan sarana promosi untuk 

mengiklankan suatu produk yang akan dipublikasikan di dalam masyarakat. 

Promosi adalah cara untuk memberitahukan atau menawarkan produk atau 

jasa dengan tujuan menarik calon konsumen untuk membeli atau 

mengkonsumsinya. Tujuannya adalah supaya produk yang akan dijual dapat 
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diketahui oleh masyarakat. Sebagaimana diketahui pada zaman sekarang, untuk 

mempromosikan produk dagangan, seseorang menggunakan sarana iklan yang 

menarik perhatian, baik yang disampaikan dalam bentuk tulisan, lisan, maupun 

gambar, dan juga ada yang memakai jasa foto atau potret untuk mempromosikan 

perusahaannya, contohnya adalah foto atau potret orang yang dapat kita temukan 

di brosur, banner maupun majalah. Meskipun memakai potret wajah pekerja yang 

bekerja di dalam perusahaan tersebut, jika tidak ada izin dari pekerja tersebut, 

maka perusahaan itu telah melanggar hak cipta dalam HAKI (Hak atas Kekayaan 

Intelektual) dari pekerja tersebut karena telah memotretnya tanpa izin. 

Salah satu cara pemerintah melindungi masyarakat adalah dengan 

memberikan perlindungan HAKI (Hak atas Kekayaan Intelektual). Hak Atas 

Kekayaan Intelektual berasal dari istilah asing yaitu Intellectual Property Right. 

Istilah Hak Atas Kekayaan Intelektual biasa disingkat dengan beberapa ejaan 

diantaranya HAKI serta ada juga yang menggunakan istilah HKI, tetapi istilah 

yang digunakan oleh Direktorat Jenderal adalah Kekayaan Intelektual, yang 

didalamnya terdapat hak cipta, merek dagang, indikasi geografis, desain industri, 

paten, desain tata letak sirkuit terpadu, rahasia dagang, merek dan perlindungan 

varietas tanaman. Hal ini menjadi tren yang kemudian dipakai oleh masyarakat 

untuk melindungi dan mengikat hak atas karya intelektualnya.  

Minimnya kesadaran akan urgensi perlindungan Hak Kekayaan Intelektual 

menjadi indikator kurangnya pemahaman masyarakat untuk menghargai hasil 

karya orang lain. Memperhatikan kenyataan dan kecenderungan yang terjadi di 
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dalam masyarakat dewasa ini, maka menjadi hal yang dapat dipahami adanya 

tuntutan kebutuhan untuk diadakan peraturan dalam rangka perlindungan hukum 

terhadap Hak Kekayaan Intelektual, khususnya pada perlindungan Hak Cipta yang 

lebih memadai dan lebih menjamin terhadap hak tersebut.  

Sejak tahun 1886, di kalangan negara negara di Kawasan Barat Eropa 

telah diberlakukan  Berne Convention for the Protection of Artistic and Literary 

Works ("Konvensi Bern tentang Perlindungan Karya Seni dan Sastra") dan juga 

yang pertama kali mengatur masalah  hak cipta  antara negara-negara berdaulat. 

Negara negara di Eropa Barat cenderung menjadi peserta pada konvensi ini, dan 

gara gara inilah kerajaan Belanda memperbaharui undang undangnya hak cipta 

yang sudah berlaku sejak 1881
1
 dengan suatu undang undang hak cipta baru pada 

tahun 1912, yaitu pada saat diundangkannya Auteurswet (Wet van 23 September 

1912, Staatblad 1912 Nomor 600), yang mulai berlaku 23 September 1912.
2
 

Setelah Indonesia merdeka, ketentuan Auteurswet 1912 ini kemudian masih 

dinyatakan berlaku sesuai dengan ketentuan peralihan yang terdapat dalam Pasal 

II Aturan Peralihan Undang-undang Dasar 1945, Pasal 192 Konstitusi Sementara 

Republik Indonesia Serikat dan Pasal 142 Undang-undang Dasar Sementara 1950. 

Pemberlakuan Auteurswet 1912 ini sudah barang tentu bersifat sementara.
3
 

Pada tahun 1958, Perdana Menteri Djuanda menyatakan Indonesia keluar 

dari Konvensi Bern dan menyatakan semua ketentuan hukum tentang hak cipta 

                                                 
1
 Suyud Margono. Hukum Hak Cipta Indonesia: Teori dan Analisis Harmonisasi Ketentuan World 

Trade Organization/WTO- TRIPs Agreement, (Ghalia Indonesia: Bogor, 2010), hlm. 53. 
2
 Rachmadi Usman. Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual: Perlindungan dan Dimensi 

Hukumnya di Indonesia. (PT Alumni: Bandung, 2003), hlm. 56. 
3
 Suyud Margono, Op.Cit. hlm. 57 

https://id.wikipedia.org/wiki/Seni
https://id.wikipedia.org/wiki/Sastra
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tidak berlaku lagi, agar para intelektual Indonesia bisa memanfaatkan hasil karya, 

cipta, dan karya asing tanpa harus membayar royalti. Dengan pertimbangan agar 

tidak menyulitkan Indonesia dalam pergaulan masyarakat internasional, sikap itu 

ditinjau kembali setelah Orde Baru berkuasa. Ketentuan lama zaman Belanda 

tentang hak cipta, yakni Auteurswet 1912 berlaku lagi. Setelah 37 tahun Indonesia 

merdeka, Indonesia sebagai negara berdaulat mengundangkan suatu Undang-

Undang nasional tentang Hak Cipta, tepatnya tanggal 12 April 1982, pemerintah 

Indonesia memutuskan untuk mencabut Auteurswet 1912 Staatsblad Nomor 600 

Tahun 1912 dan sekaligus mengundangkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1982 

tentang Hak Cipta yang dimuat dalam Lembaran Negara RI Tahun 1982 Nomor 

15. Undang-undang ini pada prinsipnya peraturannya sama dengan Auteurswet 

1912 namun disesuaikan dengan keadaan Indonesia pada saat itu. Dalam 

pelaksanaannya Undang-undang Nomor 6 Tahun 1982 ini ternyata banyak 

dijumpai terjadinya pelanggaran terutama dalam bentuk tindak pidana 

pembajakan terhadap hak cipta, yang telah berlangsung dari waktu ke waktu 

dengan semakin meluas dan sudah mencapai tingkat yang membahayakan dan 

merugikan kreatifitas untuk mencipta. 

Setelah itu, diundangkanlah Undang-undang Nomor 7 Tahun 1987 tentang 

perubahan atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta. 

Kemudian setelah berjalan selama 10 tahun Undang-undang Nomor 6 Tahun 1982 

jo Undang-undang Nomor 7 Tahun 1987 diubah dengan Undang-undang Nomor 

12 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1982 

tentang Hak Cipta yang telah diubah Undang-undang Nomor 7 Tahun 1987 
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tentang Hak Cipta. Perubahan undang-undang ini dikarenakan negara kita ikut 

serta dalam Persetujuan tentang Aspek-Aspek Dagang Hak Atas Kekayaan 

Intelektual (Agreement on Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights, 

Including Trade Counterfeit Goods/ TRIPs) yang merupakan bagian dari 

Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (Agreement 

Establishing the World Trade Organization). Dengan keterkaitan tersebut negara 

kita telah meratifikasi dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994 dan 

melanjutkan dengan menerapkan dalam undang-undang yang salah satunya adalah 

UndangUndang Hak Cipta. Selain itu, Indonesia juga meratifikasi Berne 

Convention for the Protection of Arstistic and Literary Works (Konvensi Berne 

tentang Perlindungan Karya Seni dan Sastra) melalui Keputusan Presiden Nomor 

18 Tahun 1997 dan World Intellectual Property Organization Copyrights Treaty 

(Perjanjian Hak Cipta WIPO) dengan Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 1997. 

Namun masih ada beberapa yang harus disempurnakan lagi karena perkembangan 

kemampuan intelektual masyarakat membutuhkan perlindungan hukum yang 

memadai agar terdapat iklim persaingan usaha yang sehat yang diperlukan dalam 

melaksanakan pembangunan nasional, maka dibentuklah Undang-undang Hak 

Cipta yang baru, yakni Undang-undang No 24 tahun 2014 tentang Hak Cipta agar 

sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat. 

Hak Cipta merupakan hak eksklusif yang terdiri atas dua hak yaitu hak 

ekonomi dan hak moral. Hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan keuntungan 

ekonomi dalam suatu ciptaan terkait, sedangkan arti dari hak moral adalah 

walaupun hak cipta atau hak terkait telah dialihkan, ia tetap melekat pada diri 
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pencipta dan tidak dapat dihapus ataupun dihilangkan dengan alasan apapun. Hak 

moral merupakan hak yang tidak dapat dialihkan, sehingga hak moral selalu 

terintegrasi dengan penciptanya. Hak cipta merupakan benda bergerak tidak 

berwujud. Mengenai pemindahtanganan hak cipta bahwa benda ini dapat beralih 

atau dialihkan oleh pemegangnya. Berdasarkan Pasal 16 ayat (2) Undang-undang 

Hak Cipta 2014 telah diatur tentang hal tersebut, bahwa hak cipta dapat beralih 

atau dialihkan baik sebagian atau seluruhnya karena: pewarisan, hibah, wakaf, 

wasiat, perjanjian tertulis, atau sebab lain yang dibenarkan sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang dapat beralih atau dialihkan 

hanya hak ekonomi saja, sedangkan hak moral tetap melekat pada diri 

penciptanya. 

Sebagaimana yang diuraikan di atas, dapat disimpulkan bahwa hak cipta 

dapat dialihkan dengan perjanjian. Perjanjian tidak hanya terbatas pada perjanjian 

jual beli saja, namun ada juga yang disebut dengan perjanjian kerja. Menurut 

Soebekti, perjanjian kerja adalah perjanjian antara seorang buruh dengan majikan, 

perjanjian mana ditandai oleh ciri ciri adanya suatu upah atau gaji tertentu yang 

diperjanjikan dan adanya suatu hubungan di peratas yaitu suatu hubungan 

berdasarkan mana pihak yang satu(majikan) berhak memberikan perintah perintah 

yang harus ditaati oleh pihak yang lain (buruh).
4
 Perjanjian kerja yang didasarkan 

pada pengertian Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan 

tidak disebutkan bentuk perjanjiannya tertulis atau lisan; demikian juga mengenai 

jangka waktunya ditentukan atau tidak sebagaiman sebelumnya diatur dalam 

                                                 
4
 Soebekti. Aneka Perjanjian. (Bandung: Alumni, 1997), hal.63. 
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Undang-undang Nomor 25 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan. Sebagai bagian 

dari perjanjian pada umumnya, maka perjanjian kerja harus memenuhi syarat 

sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam pasal 1320 Kitab Undang-undang 

Hukum Perdata (KUH Per). Ketentuan ini juga tertuang dalam pasal 52 ayat 1 

Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang 

menyebutkan bahwa perjanjian kerja dibuat atas dasar kesepakatan kedua belah 

pihak, kemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan hukum, adanya 

pekerjaan yang dijanjkan, pekerjaan yang dijanjikan tidak boleh bertentangan 

dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. Selain perjanjian kerja, ada juga yang disebut sebagai 

peraturan perusahaan. Peraturan perusahaan sekurang kurangnya memuat hak dan 

kewajiban perusahaan, hak dan kewajiban karyawan, syarat kerja, tata tertib 

perusahaan, dan jangka waktu berlakunya peraturan perusahaan. 

Kasus yang akan dibahas kali adalah tinjauan yuridis dari putusan nomor 

262 K/Pdt.Sus-HKI/2016 dengan perkara PT Siloam International Hospitals 

sebagai Pemohon Kasasi dahulu Tergugat melawan dokter Arnold Bobby 

Soehartono sebagai Termohon Kasasi dahulu Penggugat, dimana penggugat 

adalah seorang dokter yang bekerja di PT Siloam International Hospitals. Pada 

bulan Desember 2011, penggugat dipotret oleh seseorang yang disuruh Tergugat 

yang berlokasi di rumah sakit milik Tergugat. Pada saat itu tidak ada penjelasan 

sama sekali dari Tergugat mengenai tujuan pemotretan tersebut sehingga 

penggugat juga tidak menaruh curiga kepada Tergugat, setelah beberapa bulan 

kemudian, pihak tergugat menggunakan potret dari penggugat sebagai brosur 
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untuk memasarkan layanan kesehatan rumah sakit milik Tergugat. Penggugat 

mengetahuinya dari kawannya yang tiba tiba menunjukkan brosur yang 

ditempatkan di meja resepsionis dan juga digunakan sebagai iklan yang dimuat di 

harian Jawa Post dengan judul Emergency & Trauma Centre terbaik. Penggugat 

mengetahui bahwa terdapat hak ekonomi pada potretnya yang digunakan sebagai 

sarana promosi/iklan oleh Tergugat selalu pihak yang telah mempergunakan 

potret diri Penggugat untuk kepentingan dan keuntungan tergugat yang diatur 

dalam UU Nomor 28 2014 tentang Hak Cipta. Berdasarkan Undang-undang 

Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang menyatakan “Setiap orang 

dilarang melakukan penggunaan secara komersial, penggandaan, pengumuman, 

pendistribusian dan/atau komunikasi atas potret yang dibuatnya guna kepentingan 

reklame atau periklanan secara komersial tanpa persetujuan tertulis dari orang 

yang dipotret atau ahli warisnya.”
5
 Dimana tergugat seharusnya mendapatkan izin 

dahulu kepada penggugat sebelum memperbanyak atau mengumumkan potret 

seseorang dikarenakan tidak selalu orang yang dipotret akan setuju bahwa 

potretnya diumumkan tanpa diminta persetujuannya. Hal inilah yang dapat 

menimbulkan masalah masalah hukum yang berkaitan dengan hak cipta, karena 

sebuah foto adalah sebuah karya cipta yang dilindungi oleh Undang Undang Hak 

Cipta. Oleh karena itu, apabila seseorang ingin menggunakan sebuah karya foto 

maka harus mendapatkan izin dari pemegang hak tersebut. Berdasarkan uraian 

yang penulis uraikan di atas, penulis akan melakukan penelitian hukum normatif 

terhadap sengketa hak cipta kasus putusan nomor 262 K/Pdt.Sus-HKI/2016. 

                                                 
5
 Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Pasal 12 ayat 1 
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1.2 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan dengan latar belakang yang telah diuraikan di atas, dan 

makalah penelitian ini mencapai tujuan yang diharapkan, maka perlu disusun 

rumusan masalah yang diidentifikasikan, yaitu : 

1. Bagaimana pengaturan Hak Cipta atas foto/potret karyawan yang 

diambil oleh perusahaan untuk kepentingan perusahaan? 

2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam putusan nomor 262 K/Pdt.Sus-

HKI/2016 perihal pengalihan kepemilikan hak cipta atas foto/potret 

yang dimiliki karyawan?  

1.3 Tujuan Penelitian 

 Sesuai dengan pembahasan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, 

maka tujuan yang hendak dicapai oleh Penulis dalam penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui kepemilikan Hak Cipta atas foto/potret karyawan  

yang diambil oleh perusahaan untuk kepentingan perusahaan. 

2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam putusan nomor 262 

K/Pdt.Sus-HKI/2016 perihal pengalihan kepemilikan hak cipta atas 

foto/potret yang dimiliki karyawan. 

3. Untuk memberikan manfaat bagi Universitas Pelita Harapan dalam hal 

menggunakan foto karyawan atau foto mahasiswa untuk iklan baik di 

media cetak, atau banner yang ada di sekitar kampus. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

 Adapun manfaat yang diharapkan oleh penulis dengan disusunnya 

penelitian ini antara lain: 

1. Manfaat Teoritis 

 Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan 

sebagai referensi bahan kajian sebagai suatu usaha mengembangkan 

konsep pemikiran secara lebih logis dan sistematis untuk mengetahui 

ketentuan tentang hak cipta potret dan peraturan perusahaan tentang 

izin potret. 

2. Manfaat Praktis 

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan memiliki kegunaan 

sebagai bahan referensi bagi masyarakat, pelaku bisnis dan instansi 

yang terkait dalam bidang hukum Hak Kekayaan Intelektual, 

khususnya mengenai hukum hak cipta (copyright). Sebagai langkah 

strategis dalam mewujudkan pembangunan hukum nasional serta 

masyarakat yang adil dan sejahtera. Melalui penelitian ini juga, kita 

akan memperoleh bagaimana seharusnya suatu lembaga menggunakan 

foto karyawan/mahasiswa.  
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1.5 Sistematika penulisan 

 Penulis membagi penyusunan skripsi ini ke dalam 5(lima) bab yang mana 

dari setiap bab terdiri dari beberapa sub bab. Secara singkat gambaran umum dari 

skripsi ini adalah sebagai berikut : 

BAB I : PENDAHULUAN 

 Dalam bab ini diuraikan mengenai latar belakang penelitian berisi 

seluruh informasi mengenai skrispi ini yang berupa permasalahan yang 

diangkat  menurut undang undang yang berlaku. Kemudian perumusan 

masalah yang dibahas, tujuan dilakukannya penelitian, manfaat dari 

penelitian dilihat dari segi teoritis dan segi praktis, serta sistematika yang 

digunakan dalam penulisan penelitian ini. 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

   Bab ini terbagi menjadi dua yaitu : mengenai Landasan Teori dan 

Landasan Konseptual. Landasan Teori sebagai dasar bagi penelitian yang 

dilakukan Penulis berupa pernjabaran teori teori yang telah dipahami oleh 

masyarakat dalam bidang terkair dengan logika deduktif dan Landasan 

konseptual berupa terminologi yang menguraikan makna dari definisi dan 

pengertian atas istilah istilah yang terkair dengan permasalahan yang 

diteliti oleh Penulis sebagai dasar pembenar dan batasan agar penulis tidak 

sembarangan menarik kesimpulan berdasarkan asumsi maupun bertolak 

belakang dari permasalahan yang diteliti. 
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BAB III : METODE PENELITIAN 

  Metode merupakan suatu prosedur atau langkah dalam penelitian. 

Metode penelitian berarti  prosedur atau cara yang digunakan peneliti 

dalam menelusuri sesuatu guna menemukan jawabn atau suatu kebenaran. 

Pengguna metode ini merupakan ciri khas dari penelitian hukum untuk 

kegiatan akademis dan inilah yang membedakan dari penelitian hukum 

untuk kepentingan praktis. Pada bab ini menjelaskan mengenai jenis 

penelitian yang digunakan, prosedur perolehan bahan penelitian baik 

bahan hukum primer, maupun bahan hukum sekunder dan bahan non-

hukum, sifat analisis, serta hambatan dalam penelitian dan cara 

penanggulanggannya. 

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN 

   Bab ini merupakan jawaban atas rumusan masalah yang telah 

dijabarkan di dalam Bab I berupa pemaparan mengenai hasil dari 

penelitian yang didapatkan berdasarkan bahan hukum baik bahan hukum 

primer, sekunder maupun bahan non hukum yang penulis gunakan dalam 

penelitian hukum ini disertai dengan analisis dari pemikiran Penulis. 

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN 

    Bab ini merupakan bab terakhir dalam skripsi ini yang berisikan 

kesimpulan yang pada dasarnya adalah intisari dari jawaban analisis isu 

penelitian, beserta saran yang dapat direkomendasikan dalam rangka 

menjawab isu hukum yang diangkat. 


